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Abstrak 
Vandalisme adalah suatu perbuatan perusakan atau penghancuran terhadap barang-barang milik oranglain atau barang-barang milik umum. Di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak di atur secara khusus mengenai Vandalisme.Tetapi dalam pengenaan kasus vandalisme di Indonesia terjadi perbedaan dalam penggunaan Undang-Undang dalam pengenaan kasus vandalisme dalam coret-mencoret yang identik dengan vandalisme. Salah satu pengenaan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan dalam pengenaan kasus vandalisme adalah Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam Pasal tersebut tidak spesifik menyebutkan coret-mencoret dan hanya menggunakan sebutan pengrusakan dan penghancuran. Sedangkan dalam Peraturan Daerah vandalisme di atur lebih spesifik dengan menggunakan kata coret-mencoret. Maka penggunaan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penggunaan kata merusak dan menghancurkan dalam pengenaan kasus coret-mencoret menjadi tidak jelas karena dalam peraturan tersebut tidak mengatur coret-coret secara spesifik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah coret-mencoret di fasilitas umum dapat dikatakan sebagai vandalisme dan tindak pidana, dan apakah coret-mencoret di fasilitas umu dapat dikenakan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber data sekunder (pustaka) yang terdiri dari : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian data diolah secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metoder preskripsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada . menghasilkan kesimpulan yaitu coret-mencoret di fasilitas umum diklasifikasikan sebagai vandalisme dan coret-mencoret di fasilitas umum di klasifikasikan sebagai tindak pidana dan dikenakan pasal Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: coret-mencoret, vandalisme, tindak pidana.
Abstract

Vandalism is an act of destroying or destroying property belonging to other people or public property. In Indonesia, the Criminal Code does not specifically regulate vandalism. However, in the imposition of cases of vandalism in Indonesia, there is a difference in the use of laws in the cases of vandalism in scribbling which is identical to vandalism. One of the imposition of articles in the Criminal Code used in the imposition of cases of vandalism is Article 406 Paragraph (1) of the Criminal Code, which in that Article does not specifically mention scribbling and only uses the term vandalism and destruction. Whereas in the Regional Regulation vandalism is regulated more specifically by using the word scribble. So the use of Article 406 Paragraph (1) of the Criminal Code in destructive and destroy word in the case of scribbling becomes unclear because the regulation does not specifically regulate about scribbling. The purpose of this research is to find out and analyze whether scribbling in public facilities is considered vandalism and a criminal act and whether scribbling in public facilities is subject to Article 406 Paragraph (1) of the Criminal Code. This research is normative legal research, namely legal research conducted by using secondary data sources (libraries) consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Then the data is processed systematically and analyzed using a prescription method which aims to provide an overview or formulate problems according to existing circumstances or facts. resulting in a conclusion that scribbling in public facilities is classified as vandalism and scribbling in public facilities is classified as a criminal offense and subject to Article 406 Paragraph (1) of the Criminal Code.
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PENDAHULUAN 
Permasalahan lingkungan semakin meningkat dengan adanya urbaninasi dan globalisasi, yang kerusakan tersebut disebabkan oleh manusia. Hal ini disebakan karena kurangnya kepedulian manusia terhadap lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan. Fakta di lapangan adalah dengan aksi mencoret-coret barang atau bangunan milik umum yang tindakan ini sering disebut dengan vandalisme.

Sekarang kita dapat dengan mudah menemukan banyaknya fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah kini rusak dan banyak terdapat coret-coretan yang tidak jelas sehingga meninggalkan kesan kumuh dan kotor. Jakarta Public Service (JPS) pada Tahun 2018 mencatat terdapat 310 jembatan penyebrangan orang oleh Pemprov DKI Jakarta, 20 diantaranya mengalami kerusakan. Dikarenakan coret – coretan. (Izzul 2018).
Inilah contoh kasus vandalisme yang terjadi di Indonesia yaitu :

1. kasus di kota Yogyakarta, Polsek Ngampilan mengamankan pelaku aksi vandalisme di Jl. KH Ahmad Dahlan No. 138 B Ngampilan pukul 01.00 dini hari, pelaku di jerat dengan Pasal 489 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.“

Pada 20 Febuari 2018 Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan terdakwa di kenai  denda sebesar Rp. 250.000,- dan subsider kuruangan 2 (dua) minggu (Toni T. 2018).

2. Selanjutnya masih di kota Yogyakarta seorang seniman di amankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Yogyakarta pada Oktober 2013. Pelaku di amankan karena di anggap melakukan aksi corat – coret tembok yang bertuliskan “JOGJA ORA DIDOL” pelaku di dakwa karena melanggar Pasal 1 ayat (1) angka 2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ketentuan Pidana, Juncto Pasal 16 huruf C Peraturan Daerah kota Yogyakrta No. 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan (Muh. Syaifullah 2013).

3. Aksi vandalisme terjadi juga kota Jakarta lebih tepatnya terjadi di underpass Tanah Abang Jakarta Pusat yang terjadi baru baru ini. Aksi vandalisme ini terkuak karena aksi vandalisme ini terekam dalam sebuah video dan menjadi  viral di sosial media. Para pelaku ini adalah alumni dari SMPN 72 Jakarta, pelau menuliskan kata “haul SMPN 72” dengan cat semprot dengan tulisan yang besar dan sangat menganggu pemandangan mata. Para pelajar ini dikenakan pasal 489 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Para pelajar ini hanya dikenakan pelanggaran ringan saja yaitu hanya berupa denda sebesar Rp. 250.000.- hal ini disampaikan oleh Kombes Pol Heru Novianto pada saat konferensi pers di kantor Polsek Metro Tanah Abang pada selasa, 04 Febuari 2020 (Fajri Digit Sholikhawan 2020).

Seperti contoh kasus yang telah dijelaskan di atas dalam penanangan tindak pidana vandalisme menggunakan pengenaan Pasal yang berbeda-beda salah satunya yaitu menggunakan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.“ Tetapi dalam Pasal tersebut tidak secara spesifik mengatur dan menyebutkan kata vandalisme, tetapi hanya dengan menggunakan kata menghancurkan dan merussakan dan membikin tak dapat di pakai yang hal ini tidak terdapat kata yang dapat di katakan sebagai tindakan coret-mencoret. arti vandalisme sendiri adalah aksi coret – coret di ruang publik yang dilakukan seseorang untuk mengekpresikan isi hatinya yang di maksudkan untuk menyampaikan sebuah gagasan (Andrie Irawan 2016).

Tetapi berbeda dengan pengaturan vandalisme dalam Peraturan Daerah yang menyebutkan secara sepesifik dengan menggunakan kata mencoret – coret, menulis dan melukis. Mencoret-coret, menulis dan melukis tersebut spesifik dan sesuai dengan pengertian dari vandalisme itu sendiri. Contoh dari Peraturan Daerah tersebut adalah dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 04 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berbunyi: “setiap orang dan/ atau badan dilarang : mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya”. Tetapi sebuah tindak pidana tidak dapat dikenakan pengenaan oleh Peraturan Daerah dikarenakan Peraturan Daerah hanya merupakan hukum pidana kodifikasi yang hanya dapat memiliki pidana kurungan tidak lebih dari 6 bulan dan pidana kurungan tersebut hanyalah merupakan pengganti dari denda apabila pelaku tidak dapat membayar denda, dikarenakan pada umumnya denda adalah sebuah sanksi dari sebuah tindakan pelanggaran semata bukan sebagai kejahatan.


Maka, dengan adanya pemasalahan di atas penulis menemukan perbedaan dalam pengenaan tindak pidana vandalisme khususnya pada tindakan coret-mencoret di fasilitas umum. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisisis lebih dalam mengenai hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan tentang apakah coret-mencoret di fasilitas umum dapat diklasifikasikan sebagai vandalisme dan apakah coret-mencoret di fasilitas umum dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana dan dapat dikenakan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
METODE


Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan untuk diteliti. Isu hukum dalam jurnal ini adalah kekaburan hukum mengenai pengaturan tindak pidana vandalisme dalam hukum pidana di indonesia .

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual yang dimana Pendekatan Undang – Undang (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil dari menelaah tersebut menjadi sebuah argumen untuk memecahkan isu hukum yang di teliti.  Selanjutnya pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki 2005). Pendekatan konseptual adalah pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dapat menjadi suatu pijakan atau arahan dalam membangun argumentasi hukum dalam menghadapi isu hukum yang diteliti. Dengan pendekatan ini maka penulis dapat menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dimana Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang – undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Peraturan Daerah yaitu yaitu pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 408 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku – buku, teks, jurnal ilmiah, berita internet, koran dan rancangan perundang – undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku – buku (literatur), jurnal – jurnal hukum, pendapat hukum para ahli dan berita dari internet tentang vandalisme yaitu buku oleh R. Soesilo “Tindak Pidana Di KUHP Serta Komentar-Komnentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” dan buku oleh S.R Sianturi “Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya”  (Peter Mahmud Marzuki 2005).
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kepustakaan terhadap data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian yang kemudian dikaji sebagai suatu kesatuan yang utuh. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, mencatat, menelaah, menfasirkan dan membuat ulasan – ulasan bahan hukum yang terdapat dalam buku maupun jurnal yang digunakan dalam mengidentifikasi peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan vandalisme (Peter Mahmud Marzuki 2005).

Selanjutnya dilakukan pengumpulan bahan hukum lalu bahan hukum disusun secara sistematis dengan mengumpulkan berpatokan pada peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menelaah hukum sekunder yang di analisis secara deskriptif kualitatif sehingga mendapatkan data yang dinginkan. Dari hasil penelitian kualitatis disajikan dalam bentuk pemaparan berupa uraian naratif (Peter Mahmud Marzuki 2005). Teknik analisis bahan hukum merupakan penjelasan, uraian dan pengambaran terhadap permasalahan yang diselesaikan bedasarkan norma hukum, teori hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akhirnya akan menemukan saran untuk penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini (Peter Mahmud Marzuki 2005).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perilaku Coret – Mencoret di fasilitas umum dapat di klasifikasikan sebagai Vandalisme.

Vandalisme sebenarnya merupakan sesuatu hal yang tidak benar-benar muncul dalam Undang-Undang Hukum Pidana  di Indonesia dikarenakan di Indonesia sendiri vandalisme belum di atur secara khusus dan langsung (Jati 2019).


Stephen membagi menjadi 4 dalam mengartikan vandalisme dalam arti sesungguhnya yaitu (Scharfstein and Gaurf 2013) :
a. Vandalisme adalah tindakan Menghancurkan atau merusak atau mencoba untuk menghancurkan atau merusak sesuatu milik orang lain tanpa persetujuan pemilik atau milik publik kecuali terbakar.

b. Vandalisme bisa menjadi berbahaya, acak dan menggambarkan suatu kehancuran atau kerusakaan bangunan miliki orang lain.
c. Vandalisme adalah suatu perusakan yang mencolok atau suatu penghancuran dari suatu struktur, simbol atau apapun yang bersifat melawan atau bertentangan dari keinginan pemilik atau pemerintahan yang biasanya berupa kejahatan.
d. Vandalisme adalah suatu tindakan yang dimana menghancurkan dan merusak dengan sifat yang jahat dan di sengaja. Yang dimana kata Vandalisme berasal dari suatu suku di Jerman yaitu suku Vandal yang menginvasi Kekaisaran Romawi pada abad ke 4 dan 5 Masehi dan pada akhirnya suku Vandal menetap di Afrika Utara dan mereka tinggal hinggan tahun 530-an.
Secara historis vandalisme merupakan sebuah penghancuran monumen yang dimana melambangkan sebuah “perang dan penaklukan” dengan begitu vandalisme sering disebut sebagai sebuah tindakan berupa pengungkapan penghinaan, kreativitas atau keduanya (The cunctator 2008). Bentuk vandalisme salah satunya adalah sebuah coretan pada bangunan milik umum yang merupakan bagian dari budaya suatu kelompok. Atau bentuk lain adalah pelaku vandalisme terlibat dalam kerusuhan yang melibatkan tindakan penghancuran yang disengaja terhadap bangunan milik umum atau pribadi. Alasan di balik tindakan vandalisme ini diambil dari beberapa kasus adalah sebuah bentuk ekspersi dari kebencian dan intimidasi, kemarahan, iri hati atau hanya karena spontan (The cunctator 2008).

Jenis vandalisme menurut harriet seiring berajalannya historis keberadaannya dibedakan menjadi 3 jenis atau tipe yaitu (Harriet H. Christensen 1992) :

1. Tags (tanda)

Tags merupakan bentuk paling sederhana dan paling muda dari pada tipe lainnya, yang dimana berbentuk seperti tandatangan yang dibuat secara cepat dan tanpa arti. Tags di tulis menggunakan spidol, pilox, grease pencil dan semir sepatu yang biasanya menyertakan beberapa simbol, garis bawah, garis melintang dll. 

2. Throw ups 

Untuk throw ups memiliki ukuran yang lebih besar dan lebih terlihat dari pada tags. Throw up berupa 2 atau 3 huruf yang di bentuk dalam gaya gelembung dan sering di temukan di dinding dan di badan kereta.

3. Pieces 

Pieces merupakan bentuk yang paling berkembang dari awal mula adanya tanda yang dimana berbentuk mural besae dan rumit dan bewarna-warni yang biasanya berupa kata-kata, desain, pesan atau komentar. Pieces di bentuk menggunakan cat semprot atau pilox yang minimal menggunakan 2 warna. Pieces biasanya ditemukan di sisi sebuah bangunan yang berukuran setinggi badan manusia dan butuh waktu yang lama untuk membuatnya. Karena dilakukan secara illegal dan butuh waktu yang lama biasanya pembuat pieces mencaari tempat yang sepi untuk membuat pieces.


Apabila dirangkum maka inti dari vandalisme adalah suatu tindakan merusak atau menghancurkan milik orang lain atau milik umum yang dilakukan dengan sengaja yang dimana berupa sebuah tanda yang biasanya berupa simbol, garis bawah, garis melintang dll. Berbentuk seperti tandatangan, lalu tulisan berupa kata kata dengan bentuk gelembung dan mural yang di gambar berukuran besar dan bewarna biasanya berupa kata-kata, desain, pesan atau komentar biasanya sebagai ungkapan dari perasaan dari pelaku atau bentuk protes ataupun hanya sekedar iseng saja..

Mencoret berasal dari kata dasar coret yang memiliki arti membubuhi coretan pada sebuah tulisan atau sebagainya. Mencoret adalah sebuah homonim yang dimana di karenakan arti dari kata mencoret memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi memiliki arti/makna yang berbeda (Moch Rizky Prasetya Kurniadi n.d.). Mencoret dapat di klasifikasikan  sebagai jenis dari sebuah kiasan sehingga dalam penggunaan kata mencoret dapat menjadi bukan arti yang sebenarnya. Mencoret juga memiliki arti kelas verba atau yang biasa di katakan sebagai kata kerja yang dimana kata mencoret merupakan suatu kata yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan, pengertian atau pengalaman (Moch Rizky Prasetya Kurniadi n.d.). 

Coret masuk ke dalam kelas verba atau kata kerja yang dimana kata coret juga untuk menyatakan suatu tindakan, pengertian atau pengalaman. Berbeda dengan kata mencoret, kata coret masuk dalam klasifikasi jenis kelas nomina atau kata benda sehingga kata coret digunakan untuk menyatakan sebuah nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala sesuatu yang di bendakan. Arti dari kata coret adalah garis panjang (Moch Rizky Prasetya Kurniadi n.d.).

Mencoret dan coret apabila digabungkan terdapat kata mencoret-coret yang memiliki arti garis-garis yang tidak keruan pada kertas dan sebagainya. Mencoret-coret adalah gambar yang hanya terdiri dari garis-garis yang dibuat dengan cepat dan hanya garis besarnya saja. Mencoret-coret adalah sebuah homonim digunakan untuk menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan (Moch Rizky Prasetya Kurniadi n.d.).

Maka, dengan melihat penjelasan diatas perlu dilakukannya interpretasi hukum yang apabila disimpulakan vandalisme adalah tindakan merusak atau menghancurkan bangunan milik orang lain atau milik umum yang dilakukan dengan sengaja. Vandalisme biasanya dilakukan dengan adanaya tanda yang biasanya buerupa sebuah simbol, garis bawah, garis melintang dll yang berbentuk seperti tanda tangan yang berbentuk gelembung atau mural yang di gambar dengan ukuran yang besar dan berwarna yang biasanya berupa sebuah kata-kata, desain, pesan atau komentar yang hal ini sebagai bentuk dari ungkapan perasaan dari pelaku vandalisme atau merupakan bentuk protes, atau hanya dilakukan tanpa alasan khusus. 

Selanjutnya untuk coret-mencoret di fasilitas umum maka sesuai dengan vandalisme yang dimana sesuai dengan tempat biasanya dilakukan oleh para pelaku dari vandalisme yaitu tempat atau sarana milik umum seperti halte bus, tembok bangunan pemerintahan, tembok sarana umum, rambu lalu lintas dll. Contoh sarana ini yang dimana keduanya memiliki makna tempat yang sama yaitu sesuatu yang diperuntukan untuk masyarakat umum atau kepeentingan umum.

Coret-mencoret di klasifikasikan kedalam vandalime meiliki hal-hal khusus sehingga dapat di klasifikasikan sebagai vandalisme di karenakan tidak semua coret-mencoret dapat dikatakakan sebagai vandalisme. Coret-mencoret yang dapat diklasifikasikan sebagai vandalisme adalah suatu kegiatan coret-mencoret yang dimana tidak memiliki arti atau memiliki suatu arti yang buruk atau tidak baik dan dilakukan secara ilegal sedangkan coret-mencoret yang tidak termasuk dalam vandalisme adalah suatu kegiatan coret-mencoret seperi mural atau grafiti yang dimana memiliki tujuan, arti dan maksud yang baik yang di fungsikan untuk memperindah sesuatu dan dilakukan secara legal. 

Apabila dilihat dari penjelasan antara Vandalisme dan coret-mencoret di atas untuk dapat mengklasifikasikan coret-mencoret sebagai vandalisme perlu dilakukan interpretasi yang dimana setelah disimpulkan dari penjelasan di atas vandalisme adalah suatu tindakan merusak atau menghancurkan bangunan milik orang lain atau milik umum yang di lakukan dengan sengaja yang dimana terdapat sebuah tanda biasanya berupa simbol, garis bawah, garis melintang dll, yang berbentuk seperti tandatangan dengan berbentuk gelembung dan mural yang di gambar berukuran besar dan berwarna. Biasanya berupa kata-kata, desain, pesan atau komentar sebagai bentuk ungkapan perasaan dari pelaku, atau sebagai bentuk protes atau hanya dilakukan tanpa alasan. 
Maka apabila melihat pengertian dari coret-mencoret yang dimana adalah gambar yang hanya terdiri dari garis-garis yang dibuat dengan cepat dan hanya berupa  garis besarnya saja dan Maka coret-mencoret dapat diklasifikasikan ke dalam tipe vandalisme menurut castelman yaitu tags. Sesuai dengan unsur atau pengertian dari tags yaitu yang terdari dari garis-garis dan dilakukan secara cepat maka hal ini telah sesuai dengan pengertian dari coret-mencoret. Lalu, coret-moncoret di fasilitas umum juga sesuai dengan tempat atau lokasi vandalisme dilakukan yaitu pada fasilitas publik atau umum, yang dimana berarti suatu tempat yang diperuntukan untuk semua masyarakat umum atau kepentingan umum. Dengan demikian coret-mencoret dapat diklasifikasian sebagai vandalisme. Tidak hanya termasuk dalam tipe tags saja tetapi throw ups dan pieces juga bisa menjadi vandalisme ketika dilakukan secara illegal di bangunan milik orang lain atau milik umum

Dalam tindakan coret-mencoret tidak selalu masuk ke dalam vandalisme terdapat hal-hal khusus yang dapat dikatakan coret-mencoret merupakan bagian dari vandalisme. Coret-mencoret yang termasuk dalam vandalisme adalah sebuah kegiatan coret-mencoret yang tidak memiliki arti di dalamnya ataupun memiliki arti atau makna yang buruk serta dilakukan secara ilegal. Lalu untuk coret-mencoret yang tidak termasuk dalam vandalisme adalah kegiatan yang dilakukan secara legal dan memiliki makna atau arti dan tujuan yang baik seperti grafiti dan mural yang diperuntukan untuk memperindah suatu tempat dan bukan untuk tujuan yang buruk. Maka dengan begitu coret-mencoret yang masuk ke dalam vandalisme adalah coret-mencoret yang memiliki maksud, tujuan dan arti yang buruk sehingga berdampak merusak pandangan dan pikiran ataupun membuat suatu barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Maka untuk coret-mencoret yang tidak termasuk ke dalam vandalisme adalah seperti grafiti atau mural yang dilakukan untuk maksud, tujuan dan memiliki arti yang baik yang memiliki fungsi untuk memperindah sesuatu. Maka tidak semua coret-mencoret termasuk ke dalam vandalisme.
Coret–Mencoret di Fasilitas Umum Diklasifikasian Sebagai Tindak Pidana dan Dikenakan Pasal 406 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tindak pidana merupakan suatu istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbar feit yang berarti delik yang apabila diartikan dalam bahasan Indonesia adalah tindak pidana, delik dan perbuatan pidana. Menurut S.R Sinaturi tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang yang bersifat melawan hukum yang diikuti dengan keselahan oleh seseorang (yang bertanggung jawab) (S.R. Sianturi 1996).

Apabila diartikan lebih dalam lagi pengertian dari S.R Sinaturi, arti kata tindakan sama dengan perbuatan yang dimana tindakan adalah mencakup pengertian melakukan atau berbuat yang dimana dikatakan sebagai subjek dalam tindak pidana. Lalu tindakan dari subjek tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang terdapat unsur formil yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang yang dimana merupakan unsur tertulis dalam tindak pidana lalu juga terdapat unsur materiil yang dimana suatu tindakan yang tidak tertulis dalam perundang-undang yang didasarkan pada kententuan-ketentuan yang hidup di masyarakat seperti asas-asas umum yang berlaku. Selanjutnya tempat disini  berasal dali kata Locus Delicti yakni Locus yang artinya Lokasi (tempat)  dan Deliciti yang artinya delik atau tindak pidana maka Locus Delicti adalah tempat dimana seseorang melakukan tindak pidana. Waktu bersasal dari kata Tempus Delicti yakni Tempus yang dimana artinya adalah tempo atau waktu dan Delicti yang berarti delik atau tindak pidana maka Tempus Delicti adalah waktu atau kapan terjadinya sebuah tindak pidana (Sianturi 1996). Selanjutnya keadaan tertentu yang dilarang, maksud dari keadaan disini adalah perbuatan dari pelaku tindak pidana tersebut yang dimana perbuataan tersebut dilarang oleh hukum sehingga menciptakan keadaan tersebut menjadi dilarang. Maka di ancam dengan pidana disini adalah dari perbuataan dari keadaan yang dilarang tersbut terdapat suatu akibat hukum yang timbulkan yaitu berupa ancaman pidana. lalu bersifat melawan hukum disini merupakan suatu alasan dari semua pengertian dari tindak pidana dapat terjadi karena tindak pidana dapat terjadi karena terdapat suatu sifat yang melawan hukum. Maka apabila terdapat kesalahan dari seseorang disini untuk dapat seseorang tersbut dikatakan melakukan tindak pidana maka seseorang tersebut harus mempunyai kesalahan karena sesuai dengan asas hukum pidana yaitu “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Untuk dapat memenuhi unsur dari kesalahan seseorang tersebut harus mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab dan perbuatan dari seseorang tersbut harus bersifat sengaja (dolus) dan alpa (culpa) dan tidak terdapat adanya alasan yang didapat digunakan sebagai penghapus kesalah (tidak adanya alasan pemaaf) (S.R. Sianturi 1996).


Unsur tindak pidana menurut S.R Sianturi dibedakan menjadi 5 yaitu (S.R. Sianturi 1996) :

1.
Adanya subjek;
2.
Adanya kesalahan;
3.
Perbuatan melawan hokum;
4.
Suatu tindakan yang dilarang atau di haruskan oleh Undang-Undang dan terhadap yang melanggarnya di ancam pidana;
5.
Dalam suatu waktu,tempat dan keadaan tertentu.
Unsur di atas terdiri dari unsur subjetif dan unsur objektif yang dimana unsur subjektif adalah unsur adanya subjek dan unsur adanya kesalahan. Lalu yang termasuk dalam unsur objektif adalah unsur perbuatan melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap yang melanggarnya di ancam pidana dan unsur dilakukan dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu (Sianturi 1996).  

Untuk dapat mengklasifikasikan coret-mencoret di fasilitas umum sebagai tindak pidana maka harus dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana di atas. Maka harus dijabarkan terlebih dahulu apakah coret-mencoret di fasilitas umum dapat atau diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana agar dapat memenuhi unsur tindak pidana. Maka, penulis menjabarkan hal tersebut dengan penjelasan di bawah ini. . 
Dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dalam pasal diatas terdapat unsur yaitu : 

1. Barang siapa : unsur barang siapa dalam Undang-Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana. dengan begitu harus di buktikan terlebih dahulu bahwa orang tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan kepadanya karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur yang lainnya. Maka apabila unsur tindak pidana lainnya telah terpenuhi makan unsur “barang siapa” merujuk pada terdakwa apabila unsur lainnya tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa” juga tidak terpenuhi. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No : 951K/Pid/1982 pada Tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Yojiro Kitajima yang dimana menerangkan bahwa unsur “barang siapa” hanya merupakan kata ganti orang yang dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitannya dengan “barang siapa” (Rohadi 2016).

2. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai dan menghilangkan : untuk unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai dan menghilangkan barang sesuatu harus di artikan secara terpisah karena merupakan elemen yang berbeda. Apabila diartikan unsur ke 3 dalam Pasal 406 Ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana adalah (S.R Sianturi 1989):

a. Menghancurkan yang dimana membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat di pakai lagi yang dimana sudah tidak berwujud atau musnah. Contoh : membanting gelas sehingga hancur dan tidak bisa berwujud seperti semula.

b. Merusakkan adalah membuat sesuatu tidak dapat di pakai untuk sementara yang membuat hanya sebagian saja yang rusak dan tidak menimbulkan kerusakan yang berat dan benda tersebut masih dapat digunakan. Contoh : merelemparkan cangkir yang membuat ganggang dari cangkir lepas.

c. Membikin tak dapat dipakai adalah yang dimana merusak sebagian kecil atau mencopot sebagian kecil dari benda tersebut tetapi mengakibatkan sebuah kerusakan sehingga mengakibatkan benda tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi. Membikin tak dapat dipakai harus dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut tidak dapat di perbaiki lagi. Melepaskan roda pada kendaraan dengan melepas sekrupnya belum berarti tidak bisa dipakai lagi karena apabila dipasang kembali kendaraan tersebut masih bisa di pakai.

d. Menghilangkan adalah membuat barang sama sekali tidak ada lagi dan benar-benar tidak ada atau musnah. Contoh : membuang ke laut sehingga hilang.

3. Suatu barang, dan : barang disini adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dll. Yang dimana termasuk barang bergerak dan barang tidak barang bergerak (Soesilo 1995). 

4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain : objek dalam kejahataan ini adalah karena suatu objek atau barang tersebut  yang seluruhnya (secara penuh memiliki hak atas objek tersebut) atau sebagian (pelaku dan korban memiliki hak bersama atas objek tersebut) milik orang lain yang dimana bukan milik dari pelaku (R. Soesilo 1995).

5. Dengan sengaja, dan : Sesorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi perbuatan dan akibat yang dilakukannya. Maka untuk dikatakan dengan sengaja pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya serta akibat yang timbul dari perbuatannya (S.R. Sianturi 1996).

6. Melawan hukum : perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya yang dimana tercantum secara tertulis dalam Undang Undang dan dapat secara tegas di buktikan. Perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi dua yaitu (Titin Apriani 2019) :

a. Fungsi negatif yaitu mengakui adanya kemungkinan adanya hal-hal yang ada diluar undang-undang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang.

b. Fungsi positif yaitu mengakui bahwa suatu perbuatan itu tetap merupakan tindak pidana meskipun tidak dinyatakan diancam pidana ddi dalam undang-undang, apabila bertentagan dengan hukum atau aturan-aturan yang ada diluar undang-undang.

Jika unsur melawan hukum dianggap memiliki fungsi positif untuk suatu tindak pidana maka hal tersebut harus dibuktikan. Untuk unsur melawan hukum apabila dianggap memiliki fungsi negative maka tidak perlu dilakukan pembuktian (Titin Apriani 2019).

Dengan demikian untuk coret-mencoret di fasilitas umum dapat dikenakan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus dibuktikan bahwa :
1. Terdakwa telah menghancurkan,merusakkan, membikitin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang.
2. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak.
3. Bahwa barang tersebut harus milik orang lain sebagai atau seluruhnya.
Maka, hal ini telah sesuai dengan tindakan coret-mencoret di fasilitas umum yang dimana perbuatan dari coret-mencoret di fasilitas umum tersebut menimbulkan kerusakkan sebagaian saja di sebabkan karena fasilitas umum tersebut masih dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sebab dampak dari perbuatan mencoret-coret hanya meninggalkan sebuah bekas saja  di fasilitas umum tersebut sehingga menjadikan fasilitas umum tersebut tidak berbentuk seperti sebagaimana mestinya dan meninggalkan sesuatu kesan yang kumuh dan kotor.

Dalam hukum pidana mengatur mengenai kejahatan penghancuran dan pengerusakkan benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Pasal  406-412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di bedakan menjadi 5 yaitu :
1. Penghancuran dan pengerusakan dalam bentuk pokok.
2. Penghancuran dan pengerusakan dalam bentuk bangunan jalan kereta api, telegraf, telephon (untuk kepentingan umum).
3. Penghancuran dan pengerusakan dalam bentuk tidak sengaja.

4. Penghancuran dan pengerusakan dalam bentuk bangunan dan alat pelayaran.

Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan bersama atau umum (Widhianto 2016). Tetapi dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai penghancuran dan pengerusakkan dalam bentuk pokok yang dimana merupakan penghancuran dan pengrusakkan terhadap barang-barang biasa yang dimiliki oleh orang lain bukan untuk kepentingan umum. Apabila pengahancuran dan pengerusakkan terhadap bangunan untuk kepentingan umum telah di atur tersendiri dalam Pasal 408 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana merupakan penghancuran dan pengrusakkan yang dipergunakan untuk kepentingan umum seperti bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dll. Maka dengan begitu untuk pengenaan coret-mencoret di fasilitas umum tidak dapat dikenakan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena telah di atur secara khusus pada Pasal 408 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang berbunyi : “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan dan membikin tak dapat di pakai atau bangunan-bangunan kereta api, trem, telegraf, telepon atau listrik atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air, atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dengan begitu untuk coret-mencoret di fasilitas umum yang dimana adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau bersama, maka dikenakan Pasal 408 Ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana diancam dengan ancaman kururngan pidana yang lebih berat yaitu empat tahun. Sedangkan, untuk Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diperuntukan untuk objek yang dimiliki orang perseorangan atau pribadi saja bukan untuk kepentingan umum.
Kebaharuan penulis ingin membuktian apakah vandalisme dapat diklasifikasikan dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya di fasilitas umum yang dimana telah digunakan dalam pengenaan kasus vandalisme oleh hakim. Penulis menemukan bahwa tindak pidana coret-mencoret di fasilitas umum sebagai  vandalisme tidak dapat menggunakaan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
PENUTUP

Simpulan

1. Coret-mencoret di fasilitas umum dapat diklasifikasikan dalam tipe vandalisme menurut Castelman yaitu tags. Sesuai dengan pengertian dari tags yang terdari dari garis-garis dan dilakukan secara cepat. Maka hal ini telah sesuai dengan pengertian dari coret-mencoret. Lalu coret-moncoret di fasilitas umum juga sesuai dengan tempat atau lokasi biasanya vandalisme dilakukan yaitu dilakukan di fasilitas milik publik yang digunakan untuk kepentingan umum, dengan demikian coret-mencoret di fasilitas umum dapat diklasifikasian 
2. Coret-mencoret di fasilitas umum dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yaitu adanya subjek, kesalahan, melawan hukum, Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana dan waktu,tempat dan keadaan tertentu. Perbuataan coret-mencoret di fasilitas umum  tidak dapat dikenakan pidana dengan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan untuk perbuatan penghancuran dan pengerusakkan dalam hukum pidana yang digunakan untuk kepentingan umum maka harus dikenakan dengan Pasal 408 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diancam pidana lebih berat.
Saran

1. Perlu adanya pengklasifikasian dari tindakan vandalisme sehingga terdapat tolak ukur pembeda dalam penjatuhan hukuman untuk pelaku tindak pidana vandalisme. Maka pemerintah dapat mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan vandalisme dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menyelaraskan presepsi antara instansi-instasi yang terkait dalam penanganan tindak pidana vandalisme sehingga tidak terdapat perbedaan dalam pengaturan vandalisme di Indonesia.
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